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PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat menyusun Rencana Tindak Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Rencana Tindak Pengendalian ini mengacu pada lima unsur pengendalian intern yang merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur operasional dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian, pengkomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya.
Informasi untuk mempersiapkan rencana tindak pengendalian intern diperoleh dari hasil pemetaan, penilaian, atau evaluasi atas sistem pengendalian intern dengan pendekatan Control Environment Evaluation (CEE) danControl Self Assesment (CSA) dengan memperhatikan struktur dan tata kelola Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar.
Diperlukan komitmen bersama dalam melaksanakan rekomendasi yang muncul dalam Laporan Rencana Tindak Pengendalian Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar dan kepada semua pihak yang telah berperan dan mendukung penyusunan Rencana Tindak Pengendalian ini, kami mengucapkan terima kasih.
Besar harapan kami bahwa  Rencana Tindak Pengendalian ini selain dapat bermanfaat dan memiliki peran konkrit dalam pencapaian tujuan khususnya pada Inspektorat Daerah Kebupaten Karanganyar juga sebagai upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
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BAB  I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dalam rangka mendukung gerakan reformasi birokrasi, yang sejalan dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2020, maka Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah menyikapinya dengan berbagai kebijakan untuk mendorong terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dari pengertian di atas dapat dilihat bahwa fondasi dari pengendalian adalah SDM didalam organisasi yang membentuk unsur lingkungan pengendalian yang baik, yang didukung oleh komitmen bersama serta kepemimpinan yang kondusif untuk mencapai sasaran dan tujuan instansi pemerintah. Unsur berikutnya dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu penilaian risiko, dimulai dengan melihat kesesuaian antara tujuan kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah dengan tujuan dan sasaran kerja tahunannya, serta kesesuaian dengan tujuan strategis yang ditetapkan pemerintah. Setelah penetapan tujuan tersebut, instansi pemerintah melakukan identifikasi atas risiko intern dan ekstern yang dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, menganalisisnya untuk mendapatkan risiko yang memiliki kemungkinan (probability) kejadian dan dampak yang sangat tinggi sampai dengan risiko yang sangat rendah.
Berdasarkan hasil analisis risiko diatas, selanjutnya dilakukan respon atas risiko dengan membangun kegiatan pengendalian yang tepat. Kegiatan pengendalian dibangun dengan maksud untuk memastikan bahwa respon risiko yang dilakukan instansi pemerintah sudah efektif. Seluruh penyelenggaraan unsur SPIP tersebut haruslah dilaporkan dan dikomunikasikan serta dilakukan pemantauan secara terus-menerus guna perbaikan yang berkesinambungan. 
Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan pengendalian intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar menyusun Rencana Tindak Pengendalian Intern yang merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan resiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengkomunikasian pelaksanaan perbaikannya. Rencana Tindak Pengendalian Intern sebagai acuan bagi para penyelenggara organisasi, sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan secara memadai atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Rencana Tindak Pengendalian Intern SPIP sebagai wujud pelaksanaan SPIP secara menyeluruh dalam penyelenggaraan tugas pokok Inspektorat Daerah yang diprioritaskan untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang dapat mendorong tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah dengan didukung sistem pengendalian intern yang memadai. 
B. Dasar Hukum
Dasar Hukum Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :  
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan  Nomor PER-688/K/04/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Resiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar  Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan  dan Susunan  Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Jabatan dan Tata Kerja Inspektorat Daerah.
C. Tujuan
Rencana Tindak Pengendalian (RTP) bertujuan sebagai rencana tindak (action plan) penguatan SPIP baik dalam bentuk pembangunan lingkungan pengendalian maupun infrastruktur kebijakan pengendalian, melakukan implementasi atas infrastruktur kebijakan pengendalian yang telah dibangun dan atau telah ada serta melakukan pemantauan secara berkala yang akan dilaksanakan oleh pimpinan dan para pegawai di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar.
D. Ruang Lingkup
Rencana Tindak Pengendalian ini terfokus kepada pengendalian atas kegiatan‐kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar. Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkatan manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar.
E. Sistematika Laporan
Rencana Tindak Pengendalian Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar ini disusun dalam struktur BAB sebagai berikut :
	Bab I
	PENDAHULUAN
Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, ruang lingkup, dan sistematika pelaporan dalam melaksanakan Rencana Tindak Pengendalian Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar.

	Bab II
	GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 
Dalam bab ini memberikan gambaran singkat tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD, sumber daya yang dimiliki oleh SKPD, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar.

	BAB III
	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
Dalam BAB ini memuat penetapan kerangka pengukuran kemungkinan dan dampak, register risiko yang disusun terkait unsur penilaian risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar yang setelah diidentifikasi kemudian dianalisis untuk dibuat peta risiko sebagai hasil akhir.

	Bab IV
	PENUTUP
Bab ini menguraikan secara singkat simpulan umum dari hasil Rencana Tindak Pengendalian yang telah dilaksanakan.



































BAB  II
GAMBARAN PELAYANAN 
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

A. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Inspektorat Daerah 
Kabupaten Karanganyar
Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, dan Peraturan   Bupati   Karanganyar   Nomor 107 Tahun   2019  tentang  Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.
1. Kedudukan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar 
a. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
b. Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
2. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar :
Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Jabatan dan Tata Kerja Inspektorat :
a. Inspektur; 
b. Sekretariat, membawahkan :
1) Sub Bagian Perencanaan;
2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
3) Sub Bagian Administrasi dan Umum.
c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Hukum dan Aparatur dan Reformasi Birokrasi;
d. Inspektur Pembantu Bidang Pendapatan, Pengelolaan keuangan, dan Aset Daerah;
e. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
f. Inspektur Pembantu Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.


Bagan 1
Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar
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a. Inspektur
Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
Dalam melaksanakan tugas, Inspektur mempunyai fungsi :
1) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4) penyusunan laporan hasil pengawasan;
5) pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
b. Sekretariat
Sekretaris mempunyai tugas Perencanaan, Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi.
Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi :
1) pengkoordinasian kegiatan;
2) pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
3) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
4) pengkoordinasian tatalaksana Inspektorat Daerah;
5) pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;

6) pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
7) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
8) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
9) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas fungsinya.
c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Hukum dan Aparatur dan Reformasi Birokrasi
Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Hukum dan Aparatur mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan daerah di bidang pemerintahan umum, pemerintahan daerah, pemerintahan desa, hukum dan aparatur.
Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Hukum dan Aparatur mempunyai fungsi :
1) pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, bidang pemerintahan umum, pemerintahan daerah, pemerintahan desa, hukum dan aparatur;
2) penganalisaan data yang menjadi obyek pemeriksaan bidang pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan desa, hukum dan aparatur;
3) pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan pengusutan, pengujian dan penilaian tugas bidang pemerintahan umum, pemerintahan daerah, pemerintah desa, hukum dan aparatur; dan;
4) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsi.
d. Inspektur Pembantu Bidang Pendapatan, Pengelolaan keuangan, dan Aset Daerah
Inspektur Pembantu Bidang Bidang Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di daerah di bidang Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah.
Inspektur Pembantu Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai fungsi :
1) pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan di Bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2) penganalisaan data yang menjadi obyek pemeriksaan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3) pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
4) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsi.
e. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup membantu Inspektur dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah di bidang perekonomian, pembangunan dan lingkungan hidup.
Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
1) pengkoordinasian Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan di bidang perekonomian, pertanian, pembangunan dan lingkungan hidup;
2) penganalisaan data yang menjadi obyek pemeriksaan di bidang perekonomian, pertanian, pembangunan dan lingkungan hidup;
3) pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang perekonomian, pertanian, pembangunan dan lingkungan hidup; dan
4) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsi.

f. Inspektur Pembantu Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat 
Inspektur Pembantu Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat membantu Inspektur dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah bidang kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat.
Inspektur Pembantu Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
1) pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dibidang kesehatan, pendidikan, pariwisata, sosial dan kesejahteraan rakyat;
2) penganalisaan data yang menjadi obyek pemeriksaan di bidang kesehatan, pendidikan, pariwisata, sosial dan kesejahteraan rakyat;
3) pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang kesehatan, pendidikan, pariwisata, sosial dan kesejahteraan rakyat; dan
4) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsi.
B. Sumber Daya Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan pengendalian internal Inspektur Kabupaten Karanganyar didukung oleh Sumber Daya Manusia Aparatur sebagai berikut :
Sumber Daya Aparatur di Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar dapat dilihat berdasarkan Golongan, Pendidikan maupun Jabatan Struktural dan Fungsional Khusus (Auditor, P2UPD, Auditor Kepegawaian dan Arsiparis), Fungsional Umum serta jumlah pegawai non PNS dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :








Tabel 1
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan

	No
	Jabatan
	
	PNS Golongan (orang)

	
	
	
	IV
	III
	II
	I

	1
	Inspektur
	
	1
	-
	-
	-

	2
	Sekretaris
	
	1
	-
	-
	-

	3
	Inspektur Pembantu 
	
	4
	-
	-
	-

	4
	Kepala Sub Bagian
	
	2
	1
	-
	-

	5
	Auditor
	
	6
	17
	-
	-

	6
	Auditor Kepegawaian
	
	1
	1
	-
	-

	7
	P2UPD
	
	5
	4
	-
	-

	8
	Arsiparis
	
	-
	1
	-
	-

	9
	JFU
	
	0
	4
	3
	-

	Jumlah
	
	18
	29
	3
	-



Tabel 2 
Jumlah Pegawai Non PNS
	No
	Penempatan
	Jumlah 

	 1
	 Petugas Pengadministrasi Lainnya
	4

	 2
	 Petugas Keamanan Kantor
	1

	Total Jumlah
	5





Tabel 3
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pendidikan

	NO
	TINGKAT PENDIDIKAN
	JUMLAH
	KETERANGAN

	1
	Pasca Sarjana
	18 orang
	

	2
	Sarjana (S1)
	26 orang
	

	3
	Sarjana Muda
	0 orang
	

	4
	Program Diploma (D3)
	2 orang
	

	5
	SLTA
	4 orang
	

	6
	SLTP
	0 orang
	

	7
	SD
	0 orang
	

	JUMLAH
	50 orang
	






Tabel 4 
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jenis Kelamin

	NO
	JENIS KELAMIN
	JUMLAH
	KETERANGAN

	1
	Laki-Laki
	25 orang
	

	2
	Perempuan
	25 orang
	



C. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar
Tantangan dan peluang Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan dan pengendalian internal terhadap kebijakan Kepala Daerah sebagai berikut :
1. Tantangan
a) Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan  dan akuntabel dan bersih dari KKN;
b) Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang- perundangan oleh OPD, karena petugas yang menangani tidak berupaya untuk memahami dan mengimplementasikan regulasi yang berlaku;
c) Implementasi pengendalian intern pada OPD masih belum berjalan dengan baik;
d) Rendahnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan oleh OPD;
e) Implementasi pengawasan yang berbasis informasi dan teknologi.
2. Peluang
a) Adanya komitmen pemimpin/ Kepala Daerah yang tercermin dalam RPJMD;
b) Adanya kerjasama dalam bentuk Asistensi, Audit dan Evaluasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah;
c) Tersedianya jaringan SIKD dalam mendukung pelaporan, penyerapan/ realisasi terkait dengan pengelolaan keuangan.
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BAB  III
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A. Hasil Penetapan Konteks
1. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini 
Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar, diperoleh gambaran sebagai berikut :
Tabel 5
Kondisi Lingkungan Pengendalian Inspektorat Daerah 
Kabupaten Karanganyar

	No 
	Sub Unsur 
	Kondisi 

	1 
	Penegakan Integritas dan Nilai Etika 
	Cukup Memadai 

	2 
	Komitmen terhadap Kompetensi 
	Cukup Memadai 

	3 
	Kepemimpinan yang Kondusif 
	Cukup Memadai 

	4 
	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan 
	Cukup Memadai 

	5 
	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat 
	Cukup Memadai 

	6 
	Kebijakan Pengembangan SDM 
	Cukup Memadai 

	7 
	Pengawasan Internal yang Efektif 
	Cukup Memadai 

	8 
	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah 
	Memadai 



2. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian
Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai tujuan organisasi. 
Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dengan pendekatan Control Environment Evaluation, menunjukkan masih adanya kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki, yaitu :
a. Penegakan Integritas dan Nilai Etika
1) Pemahamanan  Integritas dan Etika belum maksimal.
Etika merupakan tuntunan perilaku bagi para pegawai di Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar. Etika perilaku telah dilaksanakan tapi karena belum maksimal dan belum terdokumentasikan sehingga akan menyulitkan evaluasinya sedangkan untuk integritas perlu ditingkatkan yakni pegawai yang mampu menjawab tantangan sesuai bidang tugasnya  dan profesional. Pendokumentasian nilai integritas dan etika Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar merupakan upaya untuk mendapatkan bukti terjadinya penyimpangan perilaku untuk selanjutnya diberikan pembinaan. 
Komitmen pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten  Karanganyar perlu diatur untuk dapat menyelaraskan perilaku dan tindakan dengan sistem nilai dan integritas serta etika kerja yang dianut. Untuk memastikan keberhasilan penerapan nilai-nilai etika Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar  dalam setiap pelaksanaan tugas, perlu dilakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai dan stakeholders, agar lebih mudah dipahami dan dipedomani oleh pegawai dalam melaksanakan tugas.
2) Belum adanya pemantauan kode etik secara berkala.
Pemantauan kode etik telah dilakukan namun demikian belum seluruhnya diterapkan.
3) Kebijakan organisasi dan aturan perilaku belum diinformasikan kepada pihak ketiga.
Disamping harus disampaikan kepada seluruh pegawai aturan perilaku juga harus diinformasikan kepada pihak ketiga baik itu kepada obyek pemeriksaan, rekanan maupun instansi lain disekitarnya agar terjadi keselarasan dan keseimbangan serta keseragaman perilaku. 
4) Organisasi belum melakukan komunikasi secara intensif  kepada seluruh pegawai terkait pentingnya integritas dan nilai etika.
Integritas dan nilai etika mempunyai arti penting bagi sebuah organisasi. Oleh sebab itu, perlu dilakukan komunikasi secara intensif kepada seluruh pegawai terkait pentingnya integritas dan nilai-nilai etika melalui media informasi yang ada, memberikan pemahaman setiap saat secara terus menerus tentang integritas dan dan nilai etika, papan pengumuman maupun  website.
5) Pernyataan kepatuhan terhadap aturan perilaku belum ditandatangani seluruh pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar 
Aturan perilaku Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar adalah prinsip moral atau nilai sebagai pedoman tingkah laku seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas pelayanan di bidang pengawasan. Aturan Perilaku Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar harus dipahami dan dapat diimplementasikan dengan baik, sehingga diperlukan komitmen dari seluruh pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar. 
Sebagai bentuk komitmen pegawai Inpektorat Daerah Kabupaten Karanganyar, maka perlu dilakukan penandatanganan pernyataan kepatuhan terhadap aturan perilaku oleh seluruh pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar.
6) Dokumen aturan perilaku belum dibaca dan belum dipahami oleh seluruh pegawai.
Dokumen aturan perilaku yang menjadi pedoman dalam bertindak harus ada keyakinan bahwa setiap pegawai harus telah membaca dan telah memahami setiap isi dan makna yang terkandung di dalamnya. Untuk membuktikan bahwa setiap pegawai telah membaca dan telah memahami aturan perilaku. Dokumen tersebut seharusnya disiapkan dalam sebuah buku saku yang di dalamnya tertera identitas dari setiap pegawai.
7) Pelayanan pengaduan masyarakat atas pelanggaran perilaku belum optimal
Pelayanan kotak pengaduan yang telah dilakukan belum berfungsi sebagaimana mestinya, hal ini dibuktikan bahwa pengaduan yang sampaikan melalui kotak pengaduan belum berdaya guna hal ini dibuktikan tidak adanya pengaduan yang masuk ke dalam kotak pengaduan. Untuk itu  perlu mengoptimalkan fungsi kotak aduan  pengaduan kepada masyarakat, instansi lain dan rekanan. Dalam pengaduan pelanggaran perilaku perlu dilakukan dengan kuesioner kepuasan kepada auditan sebagai feedback  untuk mengetahuai pelanggaran perilaku, selama ini kuesioner kepuasan baru dilaksanakan pada pemeriksaan regular.
8) Tindak lanjut pelanggaran aturan perilaku belum optimal.
Belum semua pegawai di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar memahami Kode Etik Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar  sehingga belum ada informasi pelanggaran yang dilaporkan, dan perlu dilakukan sosialisasi adanya Kode Etik sesuai dengan fungsinya.
9) Investigasi atas pelanggaran aturan perilaku belum optimal.
Laporan pelanggaran aturan perilaku dapat diterima oleh atasan langsung atau melalui Satuan Pemeriksaan Internal. Dengan adanya informasi  pelanggaran perilaku  Satuan Pemeriksaan Internal dapat melakukan investigasi sesuai kewenangannya. Telah dilakukan survey  kepuasan untuk mengetahui pelanggaran aturan perilaku secara berkala (semesteran).


b. Komitmen terhadap Kompetensi
1) SDM yang tersedia masih perlu ditingkatkan  untuk melaksanakan strategi dan perencanaaan organisasi.
Kualitas Sumber Daya Manusia dilingkungan organisasi pemerintahan merupakan aset yang sangat penting dan menentukan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan yang baik.  Untuk itu, pembinaan pegawai perlu terus dilakukan dalam upaya memenuhi kompetensi SDM yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
Guna mendukung terwujudnya profesionalisme pegawai di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar merencanakan untuk melakukan pemetaan kompetensi jabatan, agar dapat diperoleh gambaran tentang kondisi existing kualitas kompetensi SDM yang ada dan dapat merencanakan pengembangan kompetensi SDM yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas. Selain itu diperlukan dukungan dana dari APBD untuk meningkatkan kompetensi pegawai.
2) Kompetensi bidang pengawasan belum sesuai yang dibutuhkan pada sebagian posisi di Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar.
Peningkatan Kompetensi pegawai pada setiap jabatan dalam lingkungan organisasi sangat mutlak diperlukan, pembinaan pegawai perlu terus dilakukan dalam upaya memenuhi kompetensi Sumber Daya Manusia berkaitan dengan jabatan fungsional pengawasan (Auditor, P2UPD, dan Audit Kepegawaian). Upaya pemenuhan kompetensi dalam rangka mewujudkan sasaran dan tujuan  Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar
3) Pemetaan SDM sesuai dengan bidang tugas dan peningkatan kualitas  belum optimal.
Dalam upaya untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik, dibutuhkan  Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Untuk itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas pegawai, guna membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja, yang antara lain dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan.  Penyelenggaraan  pendidikan dan pelatihan PKS, Workshop, Seminar berkaitan dengan pengawasan merupakan bagian integral dari konsep pembinaan dan pendayagunaan  aparatur negara, dalam rangka pengembangan kapasitas dan pengarahan pola karier pegawai.
Sebagai langkah strategis untuk mendukung upaya peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia, Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar akan menyiapkan peta pengembangan kompetensi SDM, melalui program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan kepada pegawai, untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja, sehingga kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan pegawai dapat meningkat secara berkesinambungan.
c. Kepemimpinan yang Kondusif
Kegiatan operasional yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang handal, pengamanan aset, dan kepatuhan terhadap perundang-undangan menjadi tujuan dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pemahaman akan tujuan pengendalian intern sangat penting karena menentukan hasil dari Rencana Tindak Pengendalian Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar.  Pemahaman tujuan pengendalian intern oleh seluruh pegawai  menjadikan SPIP menjadi terarah dan terintegrasi. Meningkatkan intensitas interaksi antara pimpinan dengan seluruh pegawai dalam bentuk sosialisasi maupun kegiatan lainnya, guna memastikan bahwa rancangan pengendalian intern telah dipahami  dan diimplementasikan dengan baik oleh seluruh pegawai guna mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi.

d. Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan.
Struktur organisasi ini sangat penting karena merupakan infrastruktur dasar bagi instansi pemerintah untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan diharapkan dapat memberikan kepastian ruang bagi seluruh SDM yang dimiliki instansi dalam mencapai kinerja yang diharapkan serta sebagai sarana pendistribusian sumber daya lainnya.
e. Pendelegasian wewenang dan Tanggungjawab yang Tepat.
Dalam setiap rapat Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar membahas efektifitas penyelenggaraan SPIP. Hal ini sangat diperlukan karena pembahasan ini bisa menjadi pendorong, penyemangat dan pengingat agar efektifitas penyelenggaraan SPIP dapat terlaksana sesuai semangat berorganisasi yang baik. Pendelegasian wewenang dilakukan oleh setiap Inspektur Pembantu sesuai dengan bidang tugasnya.
f. Penyusunan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia.
1)  Pengembangan SDM masih perlu ditingkatkan.
Pengembangan SDM  tenaga pemeriksa  perlu peningkatan  baik dari segi jumlah maupun kualitas  sesuai kebutuhan SDM sehingga perlu pemetaan SDM. Untuk mendukung pembinaan SDM lebih tepat sasaran maka Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar  perlu upaya  pengembangan SDM sesuai kebutuhan untuk diikutkan  diklat dalam rangka menunjang pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar secara aktif melihat kalender pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak luar yang dapat dipertanggungjawabkan.
2) Instansi belum memiliki sistem penilaian kinerja dan belum memiliki sistem penghargaan (reward) yang didokumentasikan
Sistem penilaian kinerja masing-masing individu perlu dilakukan sebagai upaya motivasi peningkatan kinerja pegawai. Demikian pula kinerja individu yang berprestasi mendapatkan penghargaan sebagai wujud pengakuan atas dedikasinya di Organisasi.
g. Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang efektif.
Terkait dengan  penerapan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) di Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar dalam hal ini Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) segera melakukan upaya peningkatan efektivitas penyelenggaraan SPIP, melalui pendekatan  pengawasan berbasis risiko yang merupakan bagian dari Rencana Tindak Pengendalian.
B. IDENTIFIKASI RESIKO
1. Pernyataan Tujuan
Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar  sesuai dengan Resntra Tahun 2018-2023 adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta mewujudkan  tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang‐undangan dengan membangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan sebagai berikut : 
a. Meningkatkan mutu pengawasan  sesuai dengan nilai etika dan aturan peilaku dan berintegritas.
b. Meningkatkan kapabilitas APIP ke level selanjutnya.
c. Mewujudkan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai penjaminan mutu.




2. Penilaian Resiko
Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui proses identifikasi dan analisis risiko, guna menghasilkan output yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan manajemen. Untuk mendukung terselenggaranya proses penilaian risiko, pada saat pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) telah ditetapkan besaran skala risiko dan pengendalian risiko, sebagai berikut :
a. Skala kemungkinan terjadinya risiko
	Kriteria Kemungkinan 
	Definisi Kriteria kemungkinan 
	Skala Nilai 

	Jarang sekali 
	· Kecil Kemungkinan tetapi tidak diabaiakan
· Probabilitas rendah tetapi  lebih besar dari pada nol 
· Mungkin terjadi  sekali dalam 3 tahun 
	1

	Jarang 
	· Probabilitas kurang dari  50%, tetapi masih cukup tinggi 
· Mungkin terjadi  sekali dalam 2 tahun 
	2

	Sering 
	· Mungkin tidak terjadi  atau peluang 50/50
· Mungkin terjadi kira kira sekali dalam setahun 
	3

	Sangat Sering 
	· Kemungkinan terjadi  > 50%
· Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun 
	4










b. Skala dampak terjadinya risiko
	Kriteria Dampak
	Definisi Kriteria Dampak
	Skala Nilai

	Rendah Sekali 
	Mengganggu pencapaiuan tujuan  kegiatan / organisasi meskipun tidak signifikan 
	1

	Rendah 
	Mengganggu pencapaian tujuan  kegiatan organisasi secara cukup signifikan 
	2

	Tinggi 
	Sebagian tujuan kegiatan / organisasi gagal dilaksanakan 
	3

	Tinggi Sekali 
	Sebagian Besar tujuan kegiatan /organisasi gagal dilaksanakan 
	4



Risiko yang teridentifikasi berdasarkan permasalahan dari kegiatan yang dilaksanakan di Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :
a. Kegiatan Reviu Laporan Keuangan 
Resiko :
1) Laporan keuangan OPD, Dokumen Perencanaan, Laporan Pengelolaan Anggaran, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, DAK dan Dana Desa  terlambat dikumpulkan oleh OPD dan BKD;
2) Lemahnya perencanaan pelaksanaan reviu Laporan keuangan OPD, Dokumen Perencanaan, Laporan Pengelolaan Anggaran, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, DAK dan Dana Desa;
3) Laporan tidak dapat direviu / Kesalahan Input Data;
4) Penyelesaian Laporan hasil reviu terlambat;
5) Komplain oleh OPD atas hasil reviu Laporan keuangan OPD, Dokumen Perencanaan, Laporan Pengelolaan Anggaran, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, DAK dan Dana Desa.



b. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
Resiko :
1) OPD tidak paham atas rekomendasi yang harus ditindaklanjuti;
2) Rekomendasi audit tidak dapat ditindaklanjuti;
3) Data TLHP regular Inspektorat Daerah  tidak uptodate;
4) Data TLHP Inspektorat Daerah Provinsi, BPKP dan  BPK RI tidak uptodate;
5) OPD terlambat menindaklanjuti LHP;
6) Laporan Hasil Pengawasan TLHP (Semesteran) terlambat dibuat;
7) Bukti tindak lanjut hilang dan tidak tercatat dalam Simwas;
8) Rekomendasi temuan pemeriksaan tidak ditindaklanjuti.
c. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah.
Resiko :
1) SKPD belum semua menyelenggarakan SPIP;
2) OPD dan Desa belum memahami perencanaan pelaksanaan sesuai ketentuan;
3) Keterbatasan pejabat APIP.
d. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah.
Resiko :
1) Auditor/Pemeriksa tidak memahami norma, standar prosedur dan kriteria perihal penatausahaan keuangan;
2) Auditor/ Pemeriksa gagal mengidentifikasi penyimpangan;
3) Pergantian personil/pejabat pada OPD;
4) Penyelesaian laporan hasil pemeriksaan tidak tepat waktu;
5) Rekomendasi audit/ pemeriksa tidak dapat ditindaklanjuti;
6) LHP tidak lengkap/hilang (KKP hasil ekspose);
7) OPD tidak proaktif menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan;
8) Realisiasi kegiatan di bawah target;
9) Keterbatasan penguasaan IT oleh Auditor.

e. Reviu Laporan Kinerja
Resiko :
1) Kelengkapan Dokumen Evaluasi SAKIP OPD terlambat dikumpulkan oleh Tim Evaluasi maupun OPD / LKPj Kabupaten.
2) Perbedaan pemahaman tentang evaluasi SAKIP OPD;
3) Evaluator tidak memakai pedoman evaluasi SAKIP;
4) OPD tidak menindaklanjuti rekomendasi LHE SAKIP OPD;























3. Peta Resiko
Dari pernyataan resiko yang telah teridenfitikasi, dapat diperoleh gambaran Peta Resiko sebagaimana berikut :
Peta 1
Reviu Laporan Keuangan 















Peta 2
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI 
dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP


















Peta 3
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah




















Peta 4 
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah




















Peta 5
Reviu Laporan Kinerja



4. Rencana Tindak Pengendalian Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem  Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, seluruh menteri/pimpinan  lembaga, Bupati/Walikota wajib  melakukan   pengendalian atas  penyelenggaraan kegiatan  pemerintahan.
Sebagai instansi penyelenggara pemerintahan, Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar wajib menyelenggarakan kebijakan SPIP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 secara terintegrasi ke dalam kegiatan dan tindakan pelaksanaan tugas di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar. Rencana Tindak Pengendalian SPIP ditetapkan sebagai wujud pelaksanaan SPIP secara menyeluruh dalam penyelenggaraan tugas pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar. 
Rencana Tindak Pengendalian merupakan uraian mengenai  rencana tindak (action plan) penguatan SPIP baik dalam bentuk pembangunan lingkungan pengendalian maupun infrastruktur kebijakan pengendalian atas pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sehingga diharapkan dapat mendukung atas pencapaian tujuan, visi dan misi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar. Tabel Rencana Tindak Pengendalian SPIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 sebagaimana terlampir.




















BAB IV
PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021  merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam  rangka mewujudkan  proses yang integral  pada tindakan  dan kegiatan yang dilakukan  secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh  pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi  melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan  terhadap peraturan perundang-undangan.
Dokumen Rencana Tindak Pengendalian Intern ini menjadi instrumen untuk merencanakan sekaligus memantau capaian perbaikan/pembangunan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien, dan mencapai tujuan/sasaran. Pelaksanaan perbaikan kebijakan dan prosedur yang telah diperbaiki akan digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban pelaksanaan SPIP. Komitmen dari segenap manajemen dan seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang profesional, efektif, efisien, transparan, serta akuntabel  diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian, sehingga peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP secara bertahap dan berkelanjutan akan dapat tercapai.

 









Jabatan Fungsional

Peta Risiko
2.3333333333333335	2.1666666666666665	1.3333333333333333	1.3333333333333333	1.6666666666666667	1.8333333333333333	1.5	1.3333333333333333	1.5	1.3333333333333333	Kemungkinan

Dampak


Peta Risiko
1.3333333333333333	1.3333333333333333	1.3333333333333333	1.3333333333333333	2.5	1.6666666666666667	1.1666666666666667	1.1666666666666667	1.1666666666666667	1.6666666666666667	1.6666666666666667	1.8333333333333333	1.8333333333333333	2	1.5	2.1666666666666665	2.3333333333333335	2.3333333333333335	Kemungkinan

Dampak


Peta Risiko
2.3333333333333335	2.6666666666666665	2.6666666666666665	2.3333333333333335	2.5	2.5	Kemungkinan
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